BAB V

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Asas adil dan sehat dalam Undang-Undang Perdagangan Nomor 7 Tahun
2014 tidak memiliki keselarasan dalam MEA. Asas adil dan sehat dalam UU
Perdagangan, didasari atas atas Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila, lebih
banyak menafsirkan keadilan sebagai usaha bersama yang didasari atas
pemerataan pelaku ekonomi. Artinya, setiap warga negara dijamin untuk
mendapatkan hak dan kewajiban yang seimbang dalam melakukan kegiatan
ekonomi, termasuk penghasilan yang layak dari kegiatan ekonomi tersebut.
Sedangkan dalam kerangka perdagangan MEA, keadilan dimaknai sebagai
kelonggaran waktu bagi negara-negara yang memiliki daya saing terendah dalam
kawasan. Artinya, MEA hanya memaknai keadilan sebagai batasan waktu tertentu
(temporary), dan tidak berfokus untuk memberikan hak khusus, pada negara-
negara berdaya saing lemah yang dapat berlaku selamanya (permanent).

Ketidakselarasan asas adil dan sehat dalam MEA, juga disebabkan
beberapa faktor yuridis diantaranya adalah, Proteksi barang yang berpotensi
memiliki keunggulan komparatif, kedaulatan negara, dan Regulasi eksekusi
putusan Arbitrase. Faktor-faktor tersebut dianggap berpotensi menimbulkan
hambatan dalam MEA, terlebih negara-negara anggota ASEAN memiliki

karakteristik yang sama sebagai negara berkembang.
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Peran pemerintah sebagai organ negara, sangat mempengaruhi faktor-
faktor penghambat yuridis dalam penerapan keselarasan adil dan sehat di lingkup
ASEAN. Pemerintah seharusnya tidak terus bergantung dengan kebijakan-
kebijakan hukum internasional dalam regulasi nasionalnya, tetapi dapat
memberikan solusi atas kesamaan nilai-nilai dalam kawasan yang tidak
bertentangan dengan dasar negara negara anggota ASEAN dan kesepakatan

hukum internasional.

. Saran

Keselarasan asas adil dan sehat dapat dilakukan secara berkelanjutan, jika
negara-negara anggota ASEAN menyepakati pendirian badan pengawasan
perdagangan institusional, sebagai representasi persatuan negara-negara anggota
ASEAN. Organisasi tersebut diberikan tanggung jawab untuk mengawasi
kegiatan perdagangan yang sehat maupun adil melalu indikator yang disepakati

negara-negara ASEAN.
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